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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua
makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua
yang diciptakan Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan,
sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. Bagi
manusia, perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh
karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku.!

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu sebuah ikatan
atau akad yang sangat kuat (mitsagan gholidzhan)? antara pria dan wanita.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB Il Dasar
Perkawinan Pasal 1 menjelaskan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.® Kemudian, dalam
Kompilasi Hukum Islam BAB Il Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2 dijelaskan

bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang

1 Beni A. Saebani, Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-Undang. (Bandung: Pustaka Setia,
2008), him. 13-14.

2 Nur Djamaan, Figih Munakahat, cet. Ke-1 (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993), him. 5.
3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, cet. Ke-6 (Bandung: Nuansa Aulia, 2015).



kuat atau mitssagan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah”.*

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-
laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama
Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah,
tenteram dan dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita
kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada
ajaran-ajaran Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sifatnya global. Akan
tetapi, perkawinan berkaitan juga dengan hukum suatu negara.®

Pada dasarnya tidak disyari’atkan dalam agama Islam terkait pencatatan
perkawinan. Namun, dilihat dari segi manfaatnya, pencatatan ini sangat
diperlukan.® Kecuali yang berhubungan dengan transaksi muamalah yang terdapat

dalam Surat Al-Bagarah (2): 282 yaitu:
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu melakukan

utang-piutang untuk ‘waktu ‘yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
(Q.S Al-Bagarah : 282)”."

Pencatatan perkawinan adalah sebagai salah satu kebijakan yang

dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya perlindungan terhadap

perkawinan, serta memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang

berkaitan dengan perkawinan tersebut. Jadi, sangat jelas bahwa pemerintah

4 Kompilasi Hukum Islam, cet. Ke-6 (Bandung: Nuansa Aulia, 2015).

5> Beni A. Saebani, op. cit., him. 15.

& M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam, (Jakarta: siraja, 2006), him. 122.
7 Al-Qur’an Tajwid dan Terjemabh, (Jakarta: Syaamil Quran, 2010), him. 48.



mengeluarkan kebijakan demi terjaganya kebaikan ataupun kemaslahatan dan
kebijakannya haruslah diikuti sepanjang untuk kebaikan ataupun perlindungan
terhadap  rakyatnya.®  Pencatatan  perkawinan  berfungsi menghindari
penyalahgunaan perkawinan untuk tujuan sesaat yang tidak sesuai dengan tujuan
ideal perkawinan dan merugikan orang lain.®

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur dua syarat perkawinan
yakni: Pertama, syarat materil, dan kedua syarat administratif. Syarat materil
adalah syarat yang melekat pada setiap rukun nikah, baik yang diatur dalam figih
maupun yang diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan, syarat administratif
adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan.'° Pada BAB |
Dasar Perkawinan Undang-undang tersebut dijelaskan pada Pasal 2 ayat (2)
bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku”.!

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan
tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 BAB Il Pasal 2 ayat
(1) disebutkan bahwa, ""Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan
perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai pencatat

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang

Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk”.*?

8 Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), him.
108.

9 Ahmad Rofiq, Nuasa dan Tipologi Pembaharuan Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: Rajawali
Press, 1999), him. 107.

10 Ahmad Baharuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis, cet. Ke-1
(Jambi: Syari’ah Press IAIN STS Jambi, 2008), him. 11.

11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, cet. Ke-6 (Bandung: Nuansa Aulia, 2015).

12 peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.



Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa agar terjamin
ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan dicatat.
Sedangkan Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa, pencatat perkawinan tesebut
pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun
1954. Pada Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa untuk
memenuhi ketentuan Pasal (5), setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan
dan di bawah Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam
juga menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawali
Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.*®

Pencatatan perkawinan sangatlah penting agar terlindungi hak-hak yang
akan ditimbulkan akibat adanya suatu perkawinan termasuk perlindungan dan hak
anak. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak dijelaskan bahwa “Setiap anak berhak untuk mengetahui
orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.'*

Melalui pencatatan perkawinan tersebut maka anak akan diakui
kedudukannya, hubungan hukum serta hak dan kewajiban orang tua terhadap anak
yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) bahwa
“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-

baiknya”.*

13 Kompilasi Hukum Islam, cet. Ke-6 (Bandung: Nuansa Aulia, 2015).
14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.
15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, cet. Ke-6 (Bandung: Nuansa Aulia, 2015).



Fakta yang terjadi di Indonesia, sebagian masyarakat masih melaksanakan
praktik nikah yang tidak dicatatkan secara resmi kepada Kantor Urusan Agama
(KUA) dan tidak dipublikasikan, atau yang dikenal dengan sebutan nikah siri dan
sebagian ada yang menyebutnya nikah agama atau nikah di bawah tangan.®

Menurut Masjfuk Zuhdi, nikah di bawah tangan muncul sejak
diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada tanggal 2
Januari 1974 yang berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Dalam hal ini
menyebutkan bahwa nikah di bawah tangan adalah nikah yang dilakukan tidak
menurut undang-undang perkawinan, dan nikah yang dilakukan tidak menurut
hukum dianggap nikah liar, sehinga tidak mempunyai akibat hukum berupa
pengakuan dan perlindungan hukum.*’

Pasangan suami isteri yang tidak mencatatkan perkawinannya tidak akan
mendapatkan akta nikah. Apabila kehidupan suami isteri berlangsung tanpa akta
nikah, melalui Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Pasal 7 ayat (2) membuka
kesempatan pada mereka untuk mengajukan permohonan isbat nikah (penetapan
nikah) kepada Pengadilan. Agama sehingga 'yang “bersangkutan mempunyai
kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya.*®

Akibat hukum tidak dicatatnya perkawinan baik isteri maupun anak yang
dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat maka tidak berhak menuntut nafkah
ataupun warisan dari ayahnya. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau

bukan akibat perkawinan yang sah tidak dianggap sebagai anak sah dan anak

16 Dadi Nurhaedi, Nikah di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja), ( Yogyakarta:
Saujana, 2003), him. 26

17 Masjfuk Zuhdi, “Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya menurut Hukum Islam
dan Hukum Positif.” dalam Mimbar Hukum, VI, 28, 1996, him. 10-11.

18 Kompilasi Hukum Islam, cet. Ke-6 (Bandung: Nuansa Aulia, 2015).



hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu sebagaimana
yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 bahwa
“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat
perkawinan yang sah”. Pasal 43 ayat (1) “Anak yang dilahirkan di luar
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga
ibunya”.1®

Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor 46/PUUVIII/2010, bahwa anak luar kawin akan memiliki hubungan
keperdataan dengan Ayah Biologisnya,?® sepanjang anak luar kawin dan ibu dari
anak luar kawin dapat membuktikan ayah biologisnya dengan tes DNA. Fatwa
MUI yang tadinya menentang bahwa anak hasil zina (Anak Luar Kawin) tidak
diakui dan hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja, juga mendukung
Putusan MK untuk mewajibkan mencukupi kebutuhan hidup anak dan
memberikan harta setelah meninggal melalui wasiat wajibah.?

Dengan demikian seorang ayah biologis tidak lagi dapat menolak untuk
tidak menafkahi kebutuhan dari Anaknya hasil hubungandiluar Perkawinan.
Dengan Putusan MK semakin mempertegas Kepastian hukum dan perlindungan
hukum dalam hubungan antara anak luar kawin dengan ayah biologis dalam hal

bertanggung jawab untuk menafkahi dan memberikan penghidupan kepada anak

luar kawin tersebut, jadi beban untuk memelihara, memberikan nafkah bagi anak

% Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, cet. Ke-6 (Bandung: Nuansa Aulia, 2015).

20 Mohammad Roully Parsaulian Lubis, Kedududkan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang
Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan Mk Ri No 46/Puu-Vii/2010
Terhadap Ibu Kandung Dan Ayah Biologis, melalui (file:///F./PERUNDANG-UNDANGAN/162181-
ID-kedududkan-hukum-anak-luar-kawin-menurut.pdf), him. 2.

2 Ipid., him. 7.



luar kawin bukan hanya ditanggung oleh salah satu keluarga saja (ibu dari anak
luar kawin) akan tetapi juga harus ditanggung bersama dengan keluarga dari si
ayah biologisnya juga.??

Adapaun dampak bagi anak yang orang tuanya tidak mempunyai buku atau
akta nikah tidak bisa mengajukan pembuatan akta kelahiran. Karena berdasarkan
Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 52 ayat (1) terdapat syarat yang harus
dipenuhi dalam persyaratan pembuatan akta kelahiran yaitu kutipan/akta nikah.?

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa setiap perkawinan
penting untuk dicatatkan, dan setiap perkawinan yang dicatat baik melalui Kantor
Urusan Agama (KUA) atau pengajuan keabsahan perkawinannya melalui isbat
nikah akan mendapatkan akta nikah sebagai upaya perlindungan terhadap
perkawinan, terhadap suami, isteri, anak serta memberikan kepastian hukum
kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan perkawinan tersebut dan sebagai salah
satu syarat terpenting dalam pencatatan kelahiran.

Melalui pencatatan kelahiran sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 25
Tahun 2008 tentang. Persyaratan dan Tata.Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil Pasal 51, maka seseorang akan memperoleh akta kelahiran. Akta
tersebut dikeluarkan oleh suatu lembaga, dimana lembaga inilah yang berwenang
untuk mengeluarkan akta-akta terhadap kedudukan hukum seseorang.
sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 261 KUH Perdata bahwa “Asal

keturunan anak-anak sah dibuktikan dengan akta-akta kelahiran yang didaftarkan

22 Ipid., him 8.
2 perpres Nomor 25 Tahun 2008.



dalam daftar-daftar Catatan Sipil”.?* Sehingga dapat dijadikan sebagai bukti
otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan
kedudukan hukum seseorang.

Pemerintah Indonesia saat ini melalui Direktorat Jenderal Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sedang gencar-gencarnya
mempercepat peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi seluruh
penduduk Indonesia, terlebih khusus anak-anak. Sedemikian pentingnya akte lahir
sebagai bukti identitas dan bukti kewarganegaraan seseorang, maka pemerintah
mewajibkan semua penduduk Indonesia harus memiliki akte lahir. Sampai saat
ini, masih sangat banyak penduduk yang belum memiliki akte lahir, selain karena
kurangnya kesadaran penduduk untuk mengurus akte lahirnya, juga dikarenakan
penduduk masih  kesulitan mengakses pelayanan publik administrasi
kependudukan ini.?

Namun, bila masyarakat dalam memenuhi persyaratannya tidak bisa
menunjukan atau melampirkan surat nikah dan surat keterangan lahir, maka kini
masyarakat bisa mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab;Mutlak (SPTJM) atas
kebenaran data kelahiran atau data sebagai pasangan suami istri yang telah
disediakan oleh Disdukcapil.?® Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Ini
selanjutnya disebut dengan SPTJM.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) merupakan salah satu

syarat kemudahan dalam pembuatan akta kelahiran yang diatur dalam Peraturan

24 KUH Perdata Pasal 261.

35 http://www.iki.or.id/publikasi/sptjm-surat-pernyataan-tanggung-jawab-mutlak diakses 28
Januari 2018

26 http://www.julayjo.net/2017/09/ini-yang-harus-dilakukan-saat-mengurus.html diakses 29
Januari 2018



Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 yang mulai berlaku sejak
dikeluarkannya Permendagri tersebut bulan Februari 2016 lalu. Namun perlu
diketahui bahwa pembuatan SPTJM kebenaran data perkawinan akan diterima
bila data pasangan suami istri dalam Kartu Keluarga benar-benar sudah berstatus
kawin.?” Kemudian Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini disebut
Permendagri.

Berdasarkan pemahaman sebagaimana telah dibahas sebelumnya, maka
penulis tertarik untuk melakukan studi terhadap Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Pasangan Suami Isteri dan Kebenaran Data
Kelahiran Anak dengan judul penelitian “KEDUDUKAN SURAT
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) DALAM
PERSYARATAN PENCATATAN KELAHIRAN (Studi Kasus di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung)”.

27 http://www.julayjo.net/2017/09/ini-yang-harus-dilakukan-saat-mengurus.html diakses 29
Januari 2018
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B. Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini adalah terkait proses penetapan/pengesahan

perkawinan yang sebenarnya sudah diatur dalam sistem hukum di Indonesia.

Masalah tersebut dirumuskan dalam poin-poin sebagai berikut:

1. Bagaimana pendekatan Yuridis Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak,
Perkawinan dan Persyaratan Pencatatan Kelahiran?

2. Bagaimana pendapat Disdukcapil, Penghulu dan Hakim di Kabupaten
Bandung tentang keabsahan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

terhadap Status Pekawinan dan Persyaratan Pencatatan Kelahiran?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendekatan Yuridis Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak, Perkawinan dan Persyaratan Pencatatan Kelahiran.

2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Disdukcapil, Penghulu dan Hakim di
Kabupaten Bandung tentang keabsahan Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Mutlak terhadap Status Pekawinan dan Persyaratan Pencatatan Kelahiran.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan, baik secara

akademis dan secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan,

pengembangan ilmu dan pengetahuan dalam hukum keluarga bidang
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perkawinan, pencatatan kelahiran dan fungsi Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Mutlak (SPTIM).

2. Secara praktis, penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberi
sumbangan pengetahuan kepada para pihak yang terkait dengan masalah yang
diteliti dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dalam masalah yang sama
terkait dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.

E. Tinjauan Pustaka

Pencatatan Perkawinan dan Kelahiran Anak merupakan persoalan yang
penting untuk dikaji. Terdapat beberapa tinjauan pustaka yang berkaitan dengan
masalah tersebut, diantaranya yaitu:

Pertama, Jurnal Liky Faizal yang berjudul “Akibat Hukum Pencatatan
Perkawinan”. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan
menjadi penting bagi keabsahan perkawinan, selain itu karena perkawinan yang
dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, isteri
dan anak-anak, serta memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak
tertentu yang timbul karena perkawinan antara lain hak untuk mewarisi, hak untuk
memperoleh akta kelahiran, hak atas nafkah hidup. Bagi seseorang melakukan
nikah dibawah tangan (sirri) maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah
menurut hukum negara, serta memiliki dampak negatif bagi status anak. Status

anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah.2®

28 | iky Faizal, Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan”, Jurnal , Dosen Fakultas Syariah IAIN Raden
Intan Lampung. Diakses pada tanggal 24 april 2018.
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Kedua, Skripsi Sry Muliati yang berjudul “Kualitas Pelayanan Akta
Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep”. Skripsi
ini menjelaskan bahwa pelayanan publik cenderung menjadi konsep yang sering
digunakan oleh banyak pihak, baik dari kalangan praktisi maupun ilmuwan,
dengan makna yang berbeda-beda. Dalam kehidupan politik, perbaikan pelayanan
publik juga sangat berimplikasi luas khususnya dalam memperbaiki tingkat
kepercayaan kepada pemerintah. Berbagai pelayanan administratif, seperti akte
kelahiran. Pelayanan seperti itu tentu sangat penting dan menjadi bagian dari
pelayanan publik yang harus diselenggarakan oleh negara. Dari berbagai
pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut salah satunya adalah
pelayanan terhadap kelahiran yaitu pembuatan akta kelahiran yang mana akta
kelahiran itu sendiri menjadi penting bagi masyarakat karena merupakan bukti
yang kuat dan sah secara hukum atas kelahiran seseorang, dan juga akta kelahiran
ini berguna untuk keperluan anak nanti, misalnya syarat untuk mendaftarkan anak
ke sekolah dan sebagai bukti yang sah atas anak itu sendiri atau legalitas terhadap
anak tersebut.?®

Ketiga, Skripsi Haryono yang berjudul “Pelaksanaan Pencatatan Akta
Kelahiran dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kecamatan
Wedi Kabupaten Klaten”. Skripsi ini menjelaskan bahwa setiap kelahiran perlu
memiliki bukti tertulis dan otentik karena dapat membuktikan identitas seseorang
dengan pasti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Asal-usul

seseorang dapat dilihat pada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh suatu lembaga

29 Sry Muliati, Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Pangkep, Skripsi, Jurusan llmu Administrasi Universitas Hasanuddin, 2013. Diakses
pada tanggal 25 april 2018.
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yang berwenang untuk mengeluarkan akta tersebut yaitu Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil.*°

Dari ketiga penelitian tersebut memiliki persamaan dengan masalah yang
akan diteliti, yaitu sama-sama membahas tentang keabsahan perkawinan dan
pencatatan kelahiran. Adapun perbedaannya yaitu dari segi analisi yuridis Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dengan Pekawinan dan Pencatatan

Kelahiran.

F. Kerangka Berfikir

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menjelaskan tentang
perkawinan dan secara tegas mengatur ketentuan pencatatan perkawinan pada
Pasal 2 ayat (2), dinyatakan bahwa ‘Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan pasal 2 ayat (1).3! Khusus
bagi umat Islam di Indonesia pencatatan perkawinan diatur dalam Kompilasi
Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) dan (2) juga ditegaskan dengan Pasal 6 ayat (2).
Bagi mereka yang mealngsungkan perkawinan 'tanpa akta nikah pemerintah
membuka kesempatan untuk mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama
berdasarkan KHI Pasal 7 ayat (2).

Pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi

warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam

30 Haryono, Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran dalam Mewujudkan Tertib Administrasi
Kependudukan di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten, Skripsi, Jurusan llmu Hukum Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. Diakses pada tanggal 24 april 2018.
31 peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
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membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian
hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.*?

Begitu pula dengan manfaat adanya pengaktaan anak sama-sama untuk
melindung warga negara dan anak-anaknya, baik sebagai alat bukti yang paling
kuat dalam menentukan kedudukan hukum, sebagai alat bukti otentik yang
mempunyai kekuatan hukum di hadapan hakim dan memberikan kepastian hukum
yang sah terhadap peristiva yang dicatatkan serta pihak-pihak lain yang
berkepentigan.

Sebagai pengakuan negara terhadap warga negaranya, Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan dalam Pasal 5 bahwa: “Setiap
anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.
Kemudian berdasarkan A Quo terkait akta kelahiran dijelaskan dalam Pasal 27
bahwa ayat (1) “ldentitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya”;
dan ayat (2) “ldentitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akte
kelahiran”.®® Serta diatur  dalam Perpres  Nomor 25, Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 51
ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) dan (2).3*

Kemudian SPTJM melalui Permendagri ini diterbitkan dengan
pertimbangan bahwa kepemilikan akta kelahiran sebagai wujud pengakuan negara

atas identitas anak masih rendah. Dengan adanya SPTJM yang sepenuhnya

32 Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Indonesia Legal Centre
Publishing, 2002), hal. 46.

33 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.

34 perpres Nomor 25 Tahun 2008.
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menjadi tanggungjawab pemohon ini, maka akan lebih memudahkan penduduk
dalam mengurus akte kelahirannya. Dengan demikian, diharapkan seluruh

penduduk Indonesia akan segera memiliki akte lahir.%

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Studi Kasus. Metode studi kasus ini
dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai
suatu kesatuan yang terintegritas, dalam hal analisis itu berupa suatu peristiwa.
Yaitu peristiwa yang berkenaan dengan keabsahan perkawinan dan pencatatan

kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.

2. Jenis Data

Bahan penelitian ini dan pengolahannya adalah jenis kualitatif. Jenis data
yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan
penelitian yang diajukan terhadap' masalah' yang dirumuskan dan pada tujuan

yang telah ditetapkan.®’

3. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer,

yaitu data pokok yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Sumber data

35 http://www.iki.or.id/publikasi/sptjm-surat-pernyataan-tanggung-jawab-mutlak diakses 29
Januari 2018

36 Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi, (Jakarta: Raja
Grafindo, 2001), him. 62.

37 Cik Hasan Bisri, Ibid., him. 63.
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primer dalam penelitian ini terkait keabsahan perkaiwinan dan pencatatan
kelahiran dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang dijadikan
sebagai penunjang data pokok dalam penelitian yang berkaitan dengan masalah
penelitian yang dihasilkan dari studi literatur buku, wawancara, undang-undang

dan karya ilmiyah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan unsur yang sangat penting dalam
penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah:

a. Observasi

Mengamati kegiatan serta proses pelayanan Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak (SPTJM) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bandung.

b. Wawancara

Wawancara dengan pihak-pihak terkait, agar memperoleh data yang diharapkan
dan mengetahui lebih jauh tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(SPTJM) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.

c. Studi Pustaka

Pengamatan terhadap buku literatur atau bahan pustaka lain yang berhubungan

dengan masalah yang sedang diteliti.
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5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para
pihak yang bersangkutan terkait Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

b. Menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari para pihak.

c. Mengelompokan seluruh data sesuai dengan masalah yang diteliti.

d. Membuat analisis terhadap data-data kemudian menghubungkan dengan
masalah yang berhubungan dengan prodi Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhsiyah).

e. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan memperhatikan

rumusan masalah yang berlaku dalam penelitian.



